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Abstract

It was initially believed that tourism was a sector capable of reducing global inequality in numerous
academic and practical discussions. Nevertheless, in the years that followed, a number of academics and
scholars began to question the efficacy of tourism as a means of reducing regional inequality. Therefore,
the objective of this study is to determine whether tourism has the potential to alleviate or exacerbate
inequality in a given region. The Yogyakarta Special Region Province serves as the focal point of this study.
This study employs secondary data that is publicly accessible through the DIY Tourism Statistics page and
the National Planning Agency (Bappenas). Income inequality, as denoted by the GINI index, serves as the
dependent variable in this inquiry. The GINI index is a numerical value between 0 and 1, with 0 indicating
an equal income distribution and 1 indicating ideal income inequality. The independent variable in this study
is government revenue from the tourism sector (PP). This research indicates that the income of the tourism
industry to the DIY government exacerbates the income distribution in DIY, particularly in the GINI index
corridor.
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Pendahuluan

Pariwisata dan Pengentasan Ketimpangan

Terdapat perdebatan oleh banyak ahli ekonomi pariwisata, tentang bagaimana dampak pariwisata
terhadap ketimpangan, khususnya di negara-negara berkembang (Ghosh & Mitra, 2021; Kyara,
2021; Zhang & Yang, 2023) hal ini sejalan dengan berkembangnya pariwisata secara masif.
Ketimpangan menjadi semakin nyata dan demikian pula kebutuhan akan pemahaman yang lebih
kompleks dan berbeda mengenai ketimpangan tersebut. Studi pariwisata yang ada telah
berupaya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hubungan antara pariwisata internasional
dan ketimpangan pendapatan. Scheyvens (2007) berpendapat bahwa pariwisata membantu
mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam perspektif lain, manfaat pariwisata untuk
pertumbuhan ekonomi juga masih diperdebatkan. Hal ini karena kebijakan pariwisata yang netral
dapat memberikan hasil ekonomi yang netral. Yang et. al, 2017 lebih lanjut berpendapat bahwa
untuk menjamin pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin, pertumbuhan ekonomi harus
memberikan manfaat yang tidak proporsional kepada masyarakat miskin untuk mengurangi
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ketimpangan pendapatan. Hal ini untuk menjamin bahwa masyarakat miskin memperoleh
distribusi lebih banyak dibandingkan mereka yang telah mapan. Oleh karena itu, untuk mencapai
tujuan ini diperlukan institusi yang kuat untuk mengatur industri pariwisata dan mendistribusikan
aset untuk memfasilitasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin.

Namun, Schilcher (2007) juga berpendapat bahwa strategi peningkatan kesejahteraan mungkin
tidak dapat jika hanya melalui pengalihan manfaat kepada masyarakat miskin. Hal ini karena bias
neoliberal dan corak ekonomi kapitalis yang telah mengakar dalam praktik ekonomi global dewasa
ini. Sebaliknya, strategi regulasi industri atau insentif pemerintah mempunyai potensi lebih baik
untuk diterapkan dalam skala besar. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan yang berhubungan
dengan pariwisata dapat membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk
meningkatkan pendapatan mereka. Maka, kemungkinan besar pariwisata dapat mengurangi
ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, jika peluang kerja yang terkait dengan pariwisata sebagian
besar berpusat pada pekerjaan berupah rendah atau kontrak tanpa jam kerja, maka sektor
pariwisata mungkin akan mengalami hal tersebut memang memperburuk ketimpangan
pendapatan.

Perdebatan mengenai pariwisata sebagai alat pengentasan ketimpangan, tidak hanya melalui
investigasi mengenai bagaimana dan mengapa pariwisata berkontribusi terhadap dan
mencerminkan ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, juga melalui proses eksplorasi mengenai
bagaimana pariwisata dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan pendapatan atau
mengurangi dampak dari ketimpangan. Namun baru-baru ini, penekanan pada manfaat ekonomi
telah coba dikaji dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai sifat pembangunan ekonomi yang
tidak merata. Hal ini ditambah permasalahan serius mengenai kelestarian lingkungan dari industri
pariwisata dan kegelisahan terhadap dampak negatif pariwisata terhadap sosial dan budaya (Cole
& Morgan, 2011).

Dalam beberapa studi yang telah dipelajari, sejatinya tidak terdapat kesimpulan final yang
menyatakan bahwa pariwisata merupakan “obat” bagi pengentasan ketimpangan (Lee, 2009;
Cole & Morgan, 2010; Raza & Shah, 2017; Ghosh & Mitra, 2021; Massil, et al, 2021; Kyara et.al,
2021; Subramaniam, 2022). Para akademisi pariwisata khususnya yang menaruh minat pada
kajian ekonomi dan pengembangan wilayah cenderung tidak sepakat ketika berbicara mengenai
pariwisata dan ketimpangan. Studi dari Kyara et al, 2021 menemukan bahwa pariwisata dapat
mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah. Akan tetapi
penelitian tersebut menekankan jika hal ini dibarengi dengan kebijakan distribusi pendapatan dari
masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Negara-negara seperti Tanzania, misalnya, memperoleh
17% PDB-nya dari sektor pariwisata (Kyara, 2021). Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk
meningkatkan belanja kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara signifikan.

Meskipun demikian, dalam beberapa dekade belakangan, pariwisata internasional telah
digunakan sebagai alat kebijakan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan akhir
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untuk meningkatkan standar hidup seluruh penduduk lokal. Hal ini diasumsikan dapat memainkan
peran penting dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara kurang berkembang karena
mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan mempercepat akumulasi sumber daya manusia.
Selain itu, pariwisata dipandang dapat merangsang terjadinya diversifikasi ekonomi dan memicu
perubahan struktural dan tertiarisasi (misalnya, Deller, 2010; Li et al., 2016). Pandangan tersebut
senada dengan pendapat Shaw dan Williams (2004) bahwa pariwisata mampu mendistribusikan
pembangunan dari pusat ekonomi ke daerah tertinggal. Dengan demikian, pengembangan
pariwisata cenderung dijadikan instrumen untuk mempersempit ketimpangan.

Secara praktikal, dalam level kebijakan pariwisata telah di harus utamakan sebagai obat bagi
pengentasan ketimpangan. Pemerintahan dari berbagai level telah menjadikan pariwisata sebagai
agenda setting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi dunia seperti
United Nations World Tourism Organization (UNWTOQO) hingga International Labour Organization
(ILO) acapkali mengampanyekan pariwisata sebagai alat pengentasan ketimpangan dan
kemiskinan sebagai target pembangunan pariwisata 2030. Hal yang sama juga dikampanyekan
oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadikan
pariwisata sebagai salah satu agenda setting untuk mengurangi ketimpangan. Sebagaimana
tertuang dalam pasal 3 UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai berikut:

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap
wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Melalui kutipan tersebut nampak bahwa pemerintah mengamini marwah dari pariwisata ada pada
aspek ekonomi. Hal ini semakin diperkuat dengan tujuan pembangunan kepariwisataan dalam
pasal 4 beberapa diantaranya: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan
kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran. Keempat aspek
tersebut pada dasarnya merupakan instrumen yang berpengaruh terhadap aspek ketimpangan di
sebuah negara yakni pengangguran, pendapatan, pendidikan (Cole & Morgan, 2011). Oleh karena
itu, proses pengarusutamaan pariwisata sebagai instrumen baru untuk mengatasi ketimpangan
benar dimaknai secara substansial dalam level kebijakan. Meskipun hingga hari ini belum ada
konsensus diantara para akademisi hingga praktisi pariwisata terkait signifikansi pariwisata
sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan. Akan tetapi, sampai hari ini kebijakan pariwisata
telah terlanjur diutamakan secara masif sebagai alat pengentasan ketimpangan.

Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam konteks Indonesia, salah satu daerah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu
tumpuan perekonomian regional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui branding
#Jogjalstimewa, DIY berkembang menjadi salah satu region yang memiliki tingkat kunjungan
Wisatawan Nusantara tertinggi ketiga di Indonesia. Pada tahun 2023, DIY mencatatkan total 27
juta kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2023 (BPS, 2024). Jumlah tersebut hanya kalah
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dari Jawa Timur yang mencatatkan 187 juta kunjungan dan Jawa Tengah yang mencatatkan 103
juta kunjungan Wisatawan Nusantara. Selain jumlah wisatawan perkembangan DIY sebagai
kawasan tujuan wisata juga ditunjang oleh perkembangan Daya Tarik Wisata (DTW) dan
akomodasi wisata yang ada di DIY.

Berdasarkan data Statistik kepariwisataan DIY, Jenis DTW yang paling mendominasi adalah desa
wisata dengan jumlah 148. Sementara DTW lain, seperti museum memiliki jumlah 39, wisata alam
sebanyak 49, wisata marina sebanyak 45, wisata sejarah sebanyak 24, dan wisata tirta sebanyak
14. Sementara itu, terkait akomodasi hotel, Provinsi DIY mencatatkan jumlah akomodasi sebanyak
1.735 akomodasi hotel, dengan rincian 168 hotel berbintang dan 1.567 hotel non bintang.
Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan jumlah akomodasi hotel terbanyak di DIY dengan 613
hotel, kemudian disusul Kota Yogyakarta dengan 595 hotel, Bantul dengan 345 hotel, Gunung
Kidul dengan 145 hotel, dan Kulon Progo dengan 37 hotel.

Keberadaan DTW dan akomodasi wisata menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi
wisatawan untuk berkunjung di suatu kawasan. Melalui kunjungan wisata, sebuah kawasan akan
mendapatkan pendapatan melalui uang yang dikeluarkan wisatawan. Berdasarkan data dari BPS
DIY (2024), rata-rata lama tinggal wisatawan di DIY adalah 1,76 hari, dengan rincian wisatawan
mancanegara selama 2,18 hari dan wisatawan nusantara selama 1,35 hari. Selain itu, rata-rata
uang yang dikeluarkan wisatawan mancanegara adalah 672 dollar atau setara dengan 10 juta
rupiah dan wisatawan nusantara sebesar 2,2 juta rupiah. Sektor pariwisata DIY mampu
mengemulsikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 2,4 triliun rupiah dari lima kabupaten/kota
di DIY (Jogjaprov.id).

Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Meskipun kita telah melihat bagaimana pentingnya peran sektor pariwisata di DIY dalam hal
peningkatan perekonomian regional. Akan tetapi, Provinsi DIY justru menjadi kawasan termiskin
di Indonesia dan kawasan dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia (BPS, 2024). Apabila
dilihat secara makro, Indonesia secara umum memiliki rasio Gini yang rendah yakni hanya 0,388
(di bawah 0,4 merupakan ketimpangan rendah). Akan tetapi, masih ditemukan beberapa daerah
yang memiliki rasio gini yang relatif tinggi, salah satunya adalah Provinsi DIY. Provinsi DIY
merupakan provinsi yang memiliki rasio gini tertinggi diantara 35 provinsi di Indonesia, yaitu
sebesar 0,449. Rata-rata rasio Gini di Provinsi DIY antara tahun 2010 hingga 2023 selalu lebih
tinggi dari 0,4 (kategori sedang), jumlah tersebut secara konsisten melampaui tingkat
ketimpangan nasional (BPS, 2023). Apabila dilihat secara mikro, berdasarkan kabupaten/kota di
Provinsi DIY Tahun 2023. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan tingkat
ketimpangan tertinggi yakni 0,454. Kemudian secara berturut-turut disusul oleh Sleman (0,433),
Kulonprogo (0,402), dan Gunungkidul (0,343). Akan tetapi, hal tersebut bukan hanya dipengaruhi
oleh pariwisata saja. Terdapat beberapa faktor seperti, kondisi DIY yang merupakan kawasan
dengan banyak pendatang yang turut memperbesar indeks ketimpangan.
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Tingginya ketimpangan tersebut juga turut diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) 2023. Selama periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2023, angka rasio gini D.I.
Yogyakarta berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat (BPS DIY, 2023). Kondisi ini
menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pendapatan di DIY masih belum
menunjukkan perbaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat ketimpangan
pendapatan pada September 2018, namun tingkat ketimpangan wilayah DIY terus menunjukkan
adanya peningkatan sejak Maret 2019. Hal ini diperparah dengan wabah COVID-19, angka rasio
gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,005 poin per semester (lihat
gambar 1). Pada Maret 2023, angka gini rasio di wilayah ini mulai menunjukkan adanya
penurunan, hingga rasio gini tercatat sebesar 0,449. Akan tetapi, rasio ketimpangan tersebut
masih tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia.
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Gambar 1. Rasio Ketimpangan di DIY 2017-2023
(Sumber: Berita Resmi Statistik 2023)

ukuran lain yang dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan selain rasio gini adalah
distribusi pengeluaran antar penduduk di suatu kawasan (World Bank, 2017). Ukuran yang sering
digunakan adalah dengan cara mengukur persentase pengeluaran kelompok penduduk 40%
terbawah. Tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: ketimpangan rendah, jika persentase
pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah kurang dari 12 persen. Ketimpangan sedang,
jika persentasenya antara 12 dan 17 persen. Sementara itu, suatu daerah disebut memiliki
ketimpangan tinggi jika persentasenya di atas 17%.
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Di perkotaan DIY misalnya, 40% penduduk termiskin hanya berkontribusi hingga 15,21% dari total
konsumsi yang dilakukan di DIY. Dibandingkan dengan September 2022 yang hanya mencatatkan
14,91%, konsumsi kelompok ini mengalami peningkatan sebesar 0,3%. Akan tetapi, jika
dibandingkan selama satu tahun terakhir, proporsi konsumsi kelompok penduduk ini masih belum
menunjukkan adanya peningkatan. Berbanding terbalik dengan kondisi perdesaan DIY, Pada
September 2022, kelompok “40 persen pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi
sebesar 20,42 persen dari total pengeluaran. Akan tetapi pada Maret 2023, jumlah tersebut
mengalami penurunan sebesar 0,66% menjadi 19,76%. Jumlah ini berbanding terbalik dengan
tingkat konsumsi masyarakat dengan 20 persen pengeluaran tertinggi Maret 2023 yang mencapai
53,36 persen di perkotaan dan 45,65 persen di pedesaan. Oleh karena itu, jika merujuk pada
patokan Bank Dunia, indeks ketimpangan DIY berdasarkan sebaran pengeluaran ada pada tingkat
yang relatif tinggi (BPS, 2023).

Kajian Literatur

Perkembangan Pariwisata dan Ketimpangan Pendapatan

Kontribusi pariwisata membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan telah diselidiki dalam
berbagai penelitian (Akkemik, 2012). Akan tetapi bagaimana pertumbuhan dan pembangunan
yang disebabkan oleh pariwisata dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan? Selain itu,
pengurangan ketimpangan pendapatan melalui pariwisata juga belum sepenuhnya dinilai
(Kinyondo & Pelizzo, 2015). Oleh karena itu, studi ini berupaya memperluas literatur yang meneliti
hubungan antara pariwisata dan ketimpangan pendapatan. Jika ditilik dari perspektif teoretis,
pengembangan pariwisata ditemukan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dan hasil
ekonomi dari kegiatan pariwisata dapat mengurangi atau meningkatkan ketidaksetaraan melalui
saluran yang berbeda (Njoya dan Seetaram, 2018). Pengaturan di mana kelompok yang kurang
beruntung mendapat manfaat relatif lebih banyak dari kegiatan pariwisata dapat membantu
mengurangi ketimpangan pendapatan (Blake, 2008).

Pengangguran seringkali menjadi faktor memperburuk ketimpangan pendapatan karena
keduanya mewakili kehilangan pendapatan langsung dan menghilangkan cara seseorang dalam
memperoleh pendapatan (Helpman, ltskhoki, & Redding, 2010). Sektor pariwisata terutama
mengurangi ketimpangan pendapatan melalui penciptaan peluang kerja baru, karena lebih
banyak tenaga kerja diperlukan jika investasi dan layanan pariwisata meningkat (Garsous,
Cordderi, Velasco, & Colombo, 2017). Akan tetapi, meski jelas meningkatkan kegiatan ekonomi,
manfaat ekonomi dari pariwisata belum tentu terdistribusi secara merata sehingga mengarah
pada ketimpangan pendapatan lebih lanjut.

Misalnya, Studi Carrascal Incera & Fernandez, (2015) tentang rumah tangga berpenghasilan
tinggi di kawasan wisata Galicia, Spanyol. Melalui model Social Accounting Matrices, kelompok
berpenghasilan tinggi justru mendapat manfaat lebih banyak dari pariwisata masuk, daripada
rumah tangga berpenghasilan rendah. Hubungan tipe Kuznets antara pariwisata dan ketimpangan
pendapatan juga telah diidentifikasi dalam beberapa studi (Ghosh, 2021; Subramaniam, 2022).
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Pariwisata dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada tahap awal pengembangan, tetapi
secara signifikan mengurangi ketimpangan pada tahap selanjutnya (Alam & Paramati, 2016). Akan
tetapi hal tersebut sangat tergantung pada fase, ekonomi makro, dan tingkat intervensi
pemerintah. Studi yang lebih baru menghubungkan hubungan antara pariwisata dan ketimpangan
pendapatan dengan kualitas kelembagaan negara dan menunjukkan kompleksitas hubungan
berdasarkan berbagai tingkat pendapatan (Nguyen, Schinckus, Su, & Chong, 2021).

Analisis Ekonomi Hubungan Pariwisata dan Ketimpangan

Efek pertumbuhan pariwisata pada ketimpangan pendapatan telah diselidiki menggunakan
berbagai metode empiris dalam ekonomi pariwisata. Metode tersebut dapat dikategorikan ke
dalam empat kelompok. Kelompok pertama menerapkan ekonometrik seri-waktu, seperti
kointegrasi dan tes kausalitas Granger untuk mengidentifikasi hubungan antara pengembangan
pariwisata dan berbagai ukuran ketidaksetaraan. Sebagai contoh, Croes dan Vanegas (2008)
menganalisis hubungan yang stabil, dan kausalitas Granger di antara pengembangan pariwisata,
ekspansi ekonomi, dan pengurangan kemiskinan di Nikaragua. Penelitian tersebut menyarankan
bahwa intervensi publik dan swasta diperlukan dalam strategi pengembangan ekspansi pariwisata
secara berkelanjutan. Namun, salah satu kelemahan dari analisis kausalitas Granger adalah
karena merupakan metode ateoritetis berdasarkan temporal ordering (Hoover, 2017).

Studi dalam kelompok kedua menggunakan pemodelan ekonometrik data panel untuk melihat
hubungan antara pariwisata dan ketimpangan. Studi Lee dan O'Leary (2008) berfokus pada
keadilan ekonomi dalam masyarakat yang bergantung pada pariwisata dan rekreasi untuk menilai
bagaimana pariwisata dan pengembangan rekreasi berkontribusi pada kesetaraan ekonomi di
komunitas tertentu di AS. Komunitas-komunitas tersebut merupakan tiga komunitas non-
metropolitan yang bergantung pada pariwisata dan rekreasi, manufaktur, dan pertanian. Hasilnya,
mereka menemukan bahwa pembangunan berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan
pendapatan, tidak seperti pembangunan di sektor manufaktur, yang justru mampu mengurangi
ketimpangan (Lee & O’Leary, 2008). Studi lainnya dari Kim et al. (2016) menggunakan data panel
dari 69 negara dan menemukan bahwa pengeluaran pariwisata memiliki efek yang tidak signifikan
pada pengurangan ketimpangan secara umum. Akan tetapi, efek nyata pariwisata pada rasio
ketimpangan juga tergantung pada perkembangan ekonomi suatu negara.

Studi dalam kelompok ketiga menerapkan Social Accounting Matrices (SAM), yang menangkap
berbagai efek distribusi pariwisata melalui hubungan backward and forward dari kegiatan
pariwisata dengan seluruh ekonomi (Carrascal Incera & Fernandez, 2015). Blake (2008),
misalnya, meneliti efek dari industri terkait pariwisata dan industri ekspor lainnya pada rumah
tangga di Afrika Timur dan menemukan bahwa pariwisata memberikan pendapatan yang jauh
lebih sedikit untuk rumah tangga yang lebih miskin daripada industri ekspor. Hal ini mengarah
pada kekhawatiran bahwa ekspansi pariwisata mungkin tidak membantu mengurangi kemiskinan
di negara-negara ini. Saayman et al. (2012) mengkonfirmasi temuan Blake (2008) dalam konteks
Afrika Selatan, menemukan bahwa dampak negatif yang sedikit dalam jangka pendek dari
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pendapatan pariwisata. Penerimaan pariwisata hanya dapat digunakan sebagai alat strategis
untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan yang fokus pada pasar tenaga kerja dan
pengembangan sumber daya manusia (Muchapondwa & Stage, 2013). Sebaliknya, Croes dan
Rivera (2016) meneliti efek distribusi ekspansi pariwisata dengan menerapkan model SAM ke
Ekuador dan menemukan bahwa pariwisata memiliki efek pengganda yang besar pada ekonomi
dan berpotensi bermanfaat bagi orang miskin secara substansial. Meskipun, kekayaan hanya
tersebar di semua rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan dan lebih banyak
menguntungkan mereka yang kaya.

Studi pada kelompok terakhir memperluas analisis SAM dengan menerapkan model computable
general equilibrium (CGE) untuk menguji dampak ekonomi dan distribusi dari kegiatan pariwisata.
Berbagai parameter dalam model dikalibrasi menggunakan SAM. Blake dkk. (2008)
mengembangkan model CGE yang mempertimbangkan dampak perluasan pariwisata dan
dampak distribusi antara rumah tangga kaya dan miskin dalam perekonomian Brasil. Mereka
menunjukkan bahwa dampaknya terhadap semua kelompok pendapatan adalah positif, tetapi
rumah tangga dengan pendapatan terendah menerima manfaat yang lebih sedikit dibandingkan
dengan kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Pengentasan ketimpangan hanya akan efektif
jika kebijakan pemerintah yang dapat mendistribusikan kembali bagian pendapatan yang lebih
besar kepada masyarakat miskin juga dipertimbangkan.

Demikian pula di Thailand, peningkatan permintaan pariwisata inbound meningkatkan pendapatan
rumah tangga secara agregat namun memperburuk distribusinya (Wattanakuljarus & Coxhead,
2008). Hal ini karena dampak dari ekspansi pariwisata hanya memperkuat sektor dengan
pendapatan tinggi, seperti sektor non-pertanian, dan menghasilkan sebagian besar pendapatan
dari sektor pariwisata. Akan tetapi penelitian ini masih belum membahas mengenai seberapa
besar orang yang beralih dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Selain itu, terkait dengan
perubahan kelas sosial akibat kehadiran sektor pariwisata juga belum dibahas dalam penelitian
tersebut. Temuan bahwa pengurangan kemiskinan disertai dengan peningkatan ketimpangan
pendapatan menggambarkan sulitnya trade-off dari peningkatan pariwisata. Sebuah studi CGE
mengenai pariwisata domestik dan asing di Indonesia juga mengidentifikasi trade-off ini, karena
kebijakan seperti investasi di sektor terkait pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
(Mahadevan et al., 2017).

Metode

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses secara umum lewat laman Badan
Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Statistik Pariwisata DIY. Jenis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah data tahunan dengan rentang waktu observasi data dari tahun 2014 hingga
2022. Data dari 5 kabupaten/kota serta data tahunan 2014-2022 menciptakan jumlah observasi
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data penelitian yang berjumlah 45 dan dilambangkan dengan "N" pada tabel 1. Data mengenai
kondisi perekonomian wilayah dan pendidikan menggunakan data dari Bappenas dan data
mengenai pariwisata menggunakan publikasi dari Statistik Pariwisata DIY.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diwakilkan dengan
indeks GINI. Indeks GINI memiliki rentang dari 0 hingga 1, angka 0 menggambarkan terjadinya
distribusi pendapatan yang setara dan angka 1 menggambarkan ketimpangan pendapatan yang
sempurna. Kemudian, variabel independen pada penelitian ini adalah penerimaan pariwisata (PP).
Penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata sudah sering digunakan untuk menilik dampak
pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan (Oviedo-Garcia dkk., 2018; Nguyen dkk., 2021).
Untuk menghitung efek pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah, variabel PDRB per kapita
digunakan sebagai simbol dari tingkat pendapatan (Seetanah dkk., 2023; Wang & Tziamalis, 2023;
Alam & Paramati, 2016). Inflasi digunakan untuk melihat penurunan daya beli masyarakat ketika
harga semakin tinggi (Wang & Tziamalis, 2023) yang pada penelitian ini diformulasikan dengan
PDRB defilator. Terakhir, untuk melihat perkembangan kualitas SDM, penelitian ini menggunakan
rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu sektor yang dapat berpotensi dalam
mengentaskan kemiskinan (Taufig & Dartanto, 2020). Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada
bagian lampiran dan statistik deskriptif dari seluruh variabel dapat dilihat pada tabel 1. Semua
variabel diubah menjadi bentuk /og untuk menghadapi adanya outlier pada tiap-tiap variabel yang
digunakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

VARIABEL N MEAN St. Dev Min Max
GINI 45 0,392 0,47 0,296 0,519
PP 45 18,118 2,725 14,749 28,343
RLS 45 9,419 1,629 6,450 11,890
INF 45 4,881 0,072 4,751 5,023
PDRB 45 3,489 0,518 2,851 4,723

Catatan: GINI: Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI:
Nilai inflasi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

Ekonometrika

Model dasar dari penelitian ini adalah penggunaan ekonometrika atau yang lebih dikenal dengan
ordinary least square (OLS) untuk melihat dampak pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan.
Model dari OLS diformulasikan pada kalkulasi di bawah:

Pit = B + BPPit + BPDRBIt + BRLSit + BINFit + €it (1)

Dalam kalkulasi (1), Pit adalah indeks GINI kabupaten/kota i pada waktu ke- t. Kemudian 3 adalah
nilai estimasi koefisien bagi variabel dependen. Lebih lanjut, secara berturut-turut diikuti oleh
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variabel independen yaitu penerimaan pariwisata, PDRB per kapita, RLS dan tingkat inflasi pada
provinsi i pada tahun ke t. Penambahan satu dummy variable independen dilakukan untuk melihat
ketahanan parameter terhadap variabel dependen dengan formula:

Pit = B + BPPit + BPDRBIt + BRLSit + BINFit + BCITYit it (2)

Penambahan variabel CITY pada formula 2 merupakan lambang dummy variabel untuk Kota
Yogyakarta sebagai outlier dengan indeks GINI dan penerimaan pariwisata tertinggi pada provinsi
DIY. Pada uji ketahanan terakhir menggunakan model estimasi generalized method of moment
(GMM). GMM dilakukan untuk menghindari permasalahan endogenitas atau hubungan dari
variabel independen terhadap error term (Lynch & Brown, 2011). Kalkulasi GMM dilambangkan
dengan:

“3(S™-1(W")) = arg min ngn(8)0S™—1(W" )gn(d) (3)

Hasil dan Pembahasan

Analisis diawali dengan menggunakan data panel yang dibubuhkan pada tabel 2 sebagai hasil
analisis dasar. Tabel 2, membubuhkan hasil analisis data panel dengan pendekatan pooling
ordinary least square (OLS), time fixed effect, individual fixed effect dan two-ways fixed effect.
Hasil F-test dari memberikan hasil yang signifikan dengan p-value di bawah 0,05 pada pendekatan
individual dan two-ways yang menunjukan estimasi fix effect mengalahkan efisiensi perhitungan
dari OLS. Selanjutnya uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) dilaksanakan untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan random effect pada model regresi. Berdasarkan hasil
estimasi yang dilaksanakan, uji LM menerima null hypothesis dimana hasil analisis memberikan
nilai signifikan yang berada di atas 5% yang berarti keadaan ini menunjukan estimasi OLS
mengalahkan efisiensi dari perhitungan random effect. Kemudian, uji Hausman dilakukan untuk
melihat ketahanan estimasi fixed effect lebih kuat ketimbang estimasi OLS. Uji Hausman
menunjukan bahwa estimasi individual dan two-ways fixed signifikan secara statistik sehingga
pendekatan fixed effect lolos dalam uji ketahanan. Akhirnya, pendekatan fixed effect digunakan
karena tidak terjadi perubahan parameter pada tiap-tiap pendekatan fixed effect.

Tabel 2. Hasil Analisis Dasar
VARIABEL 1 2 3 4

PP 0,005*** 0,006*** 0,007*** 0,008***
[0,002] [0,002] [0,002] [0,002]
RLS 0,028** 0,027*** 0,072** 0,084**
[0,004] [0,004] [0,034] [0,038]
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INFLASI 0,001** 0,000  -0,001  -0,008
[0,000] [0,004] [0,002] [0,005]

PDRB -0,032** -0,035** 0,000  -0,078
[0,013] [0,017] [0,087]  [0,128]

Waktu TIDAK YA TIDAK YA

Individu TIDAK  TIDAK YA YA

Adj. R-Squared 0,748 0,725 0,307 0,190

Uji Hausman 6,112 10,248 11,883***

Observasi 45 45 45 45

Catatan: *, **, *** adalah p-value pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI: Indeks
GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB:
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

Hasil estimasi dari seluruh sampel yang ada dituangkan pada tabel 2. PP atau penerimaan
pariwisata memberikan hasil estimasi koefisien yang positif dengan angka 0,008 dan signifikan
secara statistik di bawah 1% pada seluruh model estimasi. Setiap 1% kenaikan dari pendapatan
pariwisata pemerintah dapat meningkatkan indeks GINI atau ketimpangan pendapatan di DIY
sebesar 0,008%. Estimasi ini memiliki daya tahan yang kuat dengan seluruh pendekatan
memberikan parameter dan signifikansi yang identik. Nilai parameter PP berada pada rentang
0,005 hingga 0,008 pada tiap-tiap hasil estimasi. Keadaan ini menunjukan bahwa pendapatan
industri pariwisata kepada pemerintah DIY menunjukan dampak yang buruk secara statistik
terhadap distribusi pendapatan di DIY, utamanya pada koridor indeks GINI. Temuan ini sejalan
dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pariwisata dan ketimpangan
pendapatan, dimana hipotesis Kurnetz U-Curve dapat dikatakan terjadi pada provinsi DIY. Alam
& Paramati (2016) mendapatkan hasil yang identik dengan kajian mereka pada 49 negara
berkembang dunia, pariwisata signifikan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan pada
negara-negara tersebut. Hasil estimasi tersebut juga cenderung konsisten hingga pada wilayah
administratif yang lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten/kota. Lee (2009) menemukan kota -
kota di Amerika Serikat yang menjadikan pariwisata sebagai sektor utama pengembangan wilayah
memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang kabupaten/kota yang tidak
bergantung terhadap industri pariwisata.

Variabel lainnya yang menjadi pengendali pada perhitungan studi ini adalah RLS, Inflasi dan PDRB
per kapita. RLS sebagai variabel yang digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) di provinsi DIY memberikan parameter positif dan signifikan secara statistik pada
rentang 0,028 hingga 0,084 dan memiliki p-value di bawah 5%. Hasil ini memberikan indikasi
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bahwa setiap 1% kenaikan rata-rata lama sekolah di DIY, dapat meningkatkan ketimpangan
pendapatan atau indeks GINI pada rentang 0,028 hingga 0,084. Temuan ini merupakan sebuah
keadaan tidak biasa dan jarang sekali ditemukan pada literatur akademis yang membahas
ketimpangan pendapatan dan pendidikan. Keadaan ini dapat dijelaskan pada publikasi UNCTAD
(2008) yang mengatakan bahwa alasan utama pertumbuhan ekonomi gagal memberikan
perkembangan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tipe pengembangan wilayah
yang digunakan sebuah wilayah itu sendiri. Pada sebagian besar wilayah berkembang, tipe
pengembangan wilayah yang digunakan hanya menguntungkan sebagian kecil populasi.
Penyerapan tenaga kerja tidak maksimal, pendapatan yang hanya terdistribusi pada desil
pendapatan kelompok tinggi hingga tidak adanya jaring pengaman pendapatan bagi sebagian
besar populasi.

Selanjutnya, beralih kepada variabel pengendali PDRB per kapita yang cenderung konsisten pada
perhitungan OLS dan fixed effect. Parameter dan signifikansi PDRB per kapita secara statistik
menunjukan dampak yang baik dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada sebuah
wilayah. Temuan ini akhirnya sejalan dengan konsensus dunia akademis yang mengatakan
pertumbuhan PDRB dapat mengurangi ketimpangan pada sebuah wilayah. Terakhir adalah nilai
inflasi yang positif dan signifikan pada estimasi OLS dan tidak signifikan pada estimasi fixed effect.
Jika menggunakan estimasi OLS, maka peningkatan inflasi dapat membuat ketimpangan
pendapatan semakin tinggi sebesar 0,01% pada setiap 1% peningkatan inflasi. Keadaan ini
merupakan gambaran yang diharapkan dari inflasi karena setiap terjadinya inflasi masyarakat,
terutama pendapatan pada desil rendah akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya.

Uji Ketahanan

Berdasarkan sensitivitas dari estimasi, uji ketahanan dari temuan dilakukan dengan menggunakan
dua alternatif, yaitu menambahkan dummy variable "Kota" untuk Kota Yogyakarta. Model analisis
alternatif dengan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) yang secara berturut-turut
dituangkan dalam tabel 3 dan 4. Pertama, “Kota” dimasukkan sebagai dummy variable karena
pusat pertumbuhan pariwisata dan nilai tertinggi penerimaan pariwisata berada di Kota
Yogyakarta. Wilayah ini juga memiliki indeks GINI tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten
lain di provinsi DIY. Tabel 3 menunjukan hasil estimasi yang konsisten dalam tiap-tiap parameter
analisis. Penerimaan pariwisata pada seluruh pendekatan baik OLS maupun fixed effect
memberikan hasil yang konsisten dengan hasil statistik signifikan yang dapat memperburuk
ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Parameter tersebut berada pada rentang 0,007 hingga
0,009 dan signifikan dengan p-value di bawah 1% pada seluruh model estimasi. Kemudian, RLS
terbukti signifikan secara statistik dalam meningkatkan ketimpangan. Terakhir, PDRB per kapita
memiliki ketahanan yang kuat terhadap perubahan variabel dengan terbuktinya signifikan tidak
hanya pada estimasi OLS tetapi juga di time fixed effect. Variabel terbaru estimasi adalah
penggunaan dummy variable "Kota" terbukti signifikan dalam meningkatkan ketimpangan
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pendapatan. Keadaan ini menunjukan memiliki wilayah dengan konsentrasi pertumbuhan
ekonomi pariwisata tertinggi di DIY dapat membuat ketimpangan pendapatan semakin besar.
Namun, masih terdapat satu variabel yang perlu dilihat kembali dan diestimasikan karena terjadi
perubahan parameter pada OLS dan fixed effect, yaitu pertumbuhan inflasi. Guna menilik hasil
tersebut, analisis lanjutan dengan pendekatan GMM pada tabel 4 dilakukan.

Tabel 3. Uji Ketahanan. Alternatif pengukuran menggunakan Dummy Variable Kota Yogyakarta
VARIABEL 1 2 3 4

PP 0,007***  0,009***  0,007*** 0,007***
[0,002] [0,002] [0,002] [0,002]

CITY 0,084***  0,119***
[0,030]  [0,033]
RLS 0,035*** 0,034*** 0,063*  0,086**

[0,004] [0,004] [0,034] [0,038]
INFLASI 0,290***  -0,540 -0,210  -1,263*

[0,080] [0,486] [0,292] [0,714]
PDRB -0,119*** -0,177*** -0,036  -0,057

[0,033] [0,042] [0,095] [0,128]
Waktu TIDAK YA TIDAK YA
Individu TIDAK TIDAK YA YA
Adj. R-Squared 0,786 0,802 0,301 0,198
Uji Hausman 48,594*** 1,307 11,6**
Observasi 45 45 45 45

Catatan: *, **, *** adalah p-value pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI: Indeks
GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi; PDRB:
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita; CITY: Dummy variable untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 4 mengestimasikan regresi dengan model two-step GMM untuk memberikan komparasi
dari uji ketahanan. Model ini digunakan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya endogenitas
pada variabel independen terhadap error term yang acap kali terjadi pada penggunaan data
panel. Zhao & Xia (2019) mengatakan model GMM dapat lebih efisien dalam memberikan hasil
estimasi terutama pada penggunaan fixed effect. Hasil uji hansen memberikan hasil yang tidak
signifikan dimana null hypothesis dinyatakan diterima dan mengindikasikan bahwa model yang
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diestimasikan tidak memiliki permasalahan penggunaan instrumen variabel, tidak berkorelasi
dengan error term serta variabel yang tidak perlu digunakan telah dieliminasi. Hal tersebut
didukung dengan temuan dari hasil uji Arrelano-Bond Il yang tidak signifikan dan mengindikasikan
tidak terjadi endogenitas pada variabel independen. Selanjutnya, kembali kepada uji ketahanan
pada estimasi yang dilaksanakan, menunjukan konsistensi pada parameter penerimaan
pariwisata, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pariwisata, pendidikan hingga inflasi
secara konsisten dan dapat dikatakan secara signifikan dalam memperparah ketimpangan
pendapatan di provinsi DIY. Sedangkan, PDRB per kapita secara konsisten pada parameter dan
ukuran signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan pada seluruh model estimasi.

Hasil yang ditemukan pada dua pendekatan yang berbeda untuk melihat sensitivitas parameter
dapat dikatakan memiliki ketahanan yang kuat dan mendukung basis temuan pada tabel 2.
Berdasarkan hasil tersebut, temuan utama penelitian ini dapat dikatakan kuat pada penambahan
variabel dan model estimasi. 4. Terakhir, untuk memberikan gambaran serta interpretasi yang
lebih mendalam mengenai parameter positif penerimaan pariwisata dan pendidikan terhadap
indeks GINI, gambar 1 dibubuhkan. Terlihat bahwa scatterplot yang ada menunjukan bahwa
semakin tinggi nilai penerimaan pariwisata dan rata-rata lama pendidikan sejalan dan konsisten
dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Hasil regresi dan scatterplot ini
sejalan dengan parameter yang ada pada parameter yang diberikan sehingga tidak terjadi
keanehan pada model estimasi.

Tabel 4. Uji Ketahanan. Model Alternatif: Two-step GMM

VARIABEL Efek
PP 0,011***
[0,003]
RLS 0,070***
[0,021]
INFLASI 0,002***
[0,001]
PDRB -0,216**
[0,093]
p-value Uji Hansen 1
p-value Uji AR I 0,196
Observasi 45

Catatan: *, **, *** adalah p-value pada nilai 10%, 5% dan 1% secara berturut-turut. GINI:
Indeks GINI; PP: Penerimaan Pariwisata; RLS: Rata-rata lama sekolah; INFLASI: Nilai inflasi;

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.
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Gambar 1. Scatterplot dari penerimaan pariwisata (PP) dan rata-rata lama sekolah (RLS)
terhadap indeks GINI pada seluruh kabupaten/kota di provinsi DIY.

Diskusi

Pertumbuhan pariwisata seringkali diasosiasikan pada pertumbuhan ekonomi, diversifikasi
pendapatan hingga penurunan ketimpangan pendapatan (Alam & Paramati, 2016). Namun,
temuan-temuan sebelumnya belum dapat mencapai konsensus bahwa pariwisata dapat
mengurangi ketimpangan pendapatan (Zhang, 2021). Studi ini kemudian memberikan
kontribusinya pada arena riset yang membahas pariwisata dan ketimpangan pendapatan. Studi
ini memberikan temuan bahwa peningkatan penerimaan pariwisata yang terjadi pada sebuah
wilayah, utamanya di provinsi DIY berkontribusi signifikan secara statistik dalam peningkatan
ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi
sebelumnya yang mengatakan bahwa pariwisata meningkatkan ketimpangan pendapatan pada
sebuah wilayah (Lee, 2009; Oviedo-Garcia dkk., 2019).

Temuan mengenai peningkatan penerimaan pariwisata yang kemudian berdampak signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan merupakan sebuah temuan yang menarik. Nguyen dkk.,
(2020) mengatakan bahwa negara yang memiliki pendapatan rendah atau berkembang
cenderung memiliki dampak pengembangan industri pariwisata yang berdampak buruk terhadap
ketimpangan pendapatan. Pada sisi lain, keadaan ini juga dapat terjadi dengan masyarakat lokal
yang tidak dapat bersaing secara adil dengan pengusaha besar dalam koridor pariwisata yang
membuat pasar pariwisata diakusisi dan membuat mereka tertinggal dalam kompetisi di industri
ini (Lee, 2009). Argumentasi tersebut kemudian didukung oleh Alam & Paramati (2016) yang
mengatakan jenis industri pariwisata di negara berkembang biasanya berbentuk oligopolistik yang
diakusisi oleh desil pendapatan tingkat tinggi. Keadaan ini perlu digaris bawahi oleh pemerintah
daerah provinsi DIY karena peningkatan penerimaan pariwisata dapat memperburuk kondisi
distribusi pendapatan di provinsi ini. Seetanah dkk., (2023) mengadvokasikan pemerintah daerah
untuk mempertimbangkan konsep pro-poor tourism dalam menghadapi permasalahan
ketimpangan pendapatan pada sebuah wilayah. Perencanaan yang didesain dengan matang dan
memperhatikan lingkungan lokal seperti aspek partisipatoris serta berkomitmen kepada seluruh
pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang penting (Ashley dkk., 2000). Pemerintah daerah
dapat melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengenalkan wilayah-
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wilayah perdesaaan kepada calon wisatawan (Li dkk., 2016). Lebih lanjut, infrastruktur yang dapat
meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah-wilayah perdesaan perlu ditingkatkan untuk
mendukung perjalanan wisatawan ke wilayah-wilayah tersebut.

Melihat literatur-literatur sebelumnya dan kondisi provinsi DIY sekarang, secara umum DIY dapat
dikatakan pada fase Inverted U-Curve atau mendukung hipotesis Kurnetz U-Curve. Kondisi
tersebut berdasarkan temuan pada fenomena ketimpangan pendapatan dan sektor pariwisata.
Penting untuk pemerintah provinsi DIY agar melihat secara lebih mendalam permasalahan ini
untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang mungkin saja timbul akibat dari proses
pengembangan, seperti yang dikatakan Deiwiks dkk., (2012), Buhaug dkk., (2012) dan Lessmann
(2013) dalam Lessmann (2014). Pemerintah perlu mengkaji ketimpangan yang terjadi agar
nantinya ketidaktahuan ambang batas ketimpangan (Lessmann, 2014), dapat diantisipasi.

Secara umum, terdapat sebuah pola yang ditemukan dari studi-studi sebelumnya tentang
bagaimana mengatasi ketimpangan ini. Gennaioli dkk, (2012) mengatakan bahwa cara terbaik
yang dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari permasalahan ini adalah berinvestasi terhadap
pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga
berdampak baik dan terbukti dapat menjadi jalan keluar pada negara Perancis untuk mengakhiri
aglomerasi pertumbuhan (Combes dkk., 2011). Niranjan (2010) juga mengatakan bahwa
pengembangan sumber daya manusia yang seimbang pada setiap wilayahnya juga dapat
membantu wilayah untuk keluar dari permasalahan ketimpangan regional. Namun, berdasarkan
hasil estimasi yang dilakukan, peningkatan rata-rata lama sekolah bagi penduduk asli DIY memiliki
parameter positif terhadap ketimpangan. Penjelasan terbaik dari permasalahan ini adalah
perginya penduduk provinsi DIY setelah melaksanakan pendidikan ke wilayah lain. Pemerintah
provinsi DIY juga perlu mempertimbangkan kebijakan perihal bagaimana tiap-tiap SDM yang telah
menyelesaikan pendidikannya tetap berada di DIY dan tidak melakukan migrasi ke wilayah lain.

Kesimpulan

Studi “Apakah Pariwisata Mempengaruhi Ketimpangan? Bukti dari Daerah Istimewa Yogyakarta”
melihat dampak industri pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi DIY. Analisis
pada penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda yang dilanjutkan dengan
penggunaan time, individual dan two-ways fixed effect secara berturut-turut. Kemudian, uiji
ketahanan parameter terhadap seluruh variabel independen dilaksanakan dengan menggunakan
set variabel independen dan model analisis yang berbeda pada 5 kabupaten/kota di provinsi DIY
pada rentang waktu 2014-2022. Hasil temuan penelitian menemukan bahwa pertumbuhan
penerimaan pariwisata memberikan dampak statistik yang signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan di DIY. Signifikansi tersebut memberikan indikasi yang buruk terhadap ketimpangan.
Peningkatan pendapatan pariwisata diindikasikan dapat memperparah ketimpangan pendapatan.
Hasil estimasi variabel pariwisata mengindikasikan penerimaan pariwisata hanya tersalurkan ke
desil pendapatan tinggi dan belum terdistribusikan dengan baik kepada penduduk yang memiliki
pendapatan menengah ke bawah.Temuan lain juga nampak dari studi ini pada koridor pendidikan
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yang diwakilkan oleh indikator rata-rata lama sekolah. Parameter dari variabel pendidikan
signifikan dalam meningkatkan angka ketimpangan pendapatan di provinsi DIY sejalan dengan
temuan pada variabel pariwisata. Hasil estimasi dari studi ini telah melewati uji ketahanan dan
dapat dikatakan konsisten pada setiap parameter estimasi.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi DIY merupakan bagian yang tidak dapat
terhindarkan dari proses pengembangan dari wilayah yang awalnya mengandalkan sektor
informal dan menuju sektor formal dalam aspek ketenagakerjaan. Fenomena ketimpangan
pendapatan di provinsi DIY masih memiliki perjalanan yang panjang. Hal tersebut berlandaskan
publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang menyatakan persentase jumlah pekerja
informal di DIY masih berada di angka 55,36%. Angka tersebut menunjukan setengah populasi
tenaga kerja di DIY belum memiliki pendapatan yang pasti karena bekerja di sektor informal.
Pemerintah DIY perlu melakukan penanggulangan fenomena ini agar ketimpangan pendapatan
tidak semakin tinggi dan diharapkan tidak menyebabkan permasalahan yang merambat pada
sektor lain.
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